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Secara nasional tingkat penggunaan benih unggul berrmutu masih rendah, pada tahun 1997/1998 baru
mencapal 37,58% dari kebutuhan. Penggunaan benih padi unggul di Jawarelatif lebih tinggi dibanding di
luar Jawa. Guna meningkatkan penggunaan benih unggul bermutu sehingga tercapai peningkatan
produktivitas beras nasional, pemerintah telah melakukan berbagal kebijakan salah satunya berupa
pemberian subsidi benih padi.

Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis dampak penghapusan subsidi benih padi dengan
menggunakan model permintaan. Penelitian ini menggunakan studi kasus dipilih di Propinsi Jawa Barat,
Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan pertimbangan propins tersebut merupakan pemasok beras terbesar di
Indonesia dan tingkat penggunaan benih unggul relatif lebih tinggi dibanding daerah lain.

Jenis data yang dikumpulkan berupa data sekunder yang diperoleh dari Biro Pusat Statistik, Departemen
Pertanian dan instans terkait lainnya. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis
deskriptif dilakukan untuk menggambarkan kondisi usaha perbenihan dan usaha tani, sedangkan analisis
kuantitatif dengan model permintaan benih digunakan untuk menghitung besarnya perkiraan dampak
penghapusan subsidi benih terhadap usaha tani padi.

K ebijakan dengan tujuan stabilitas harga benih dan menyediakan kebutuhan benih unggul secara cukup
dengan hargaterjangkau petani selamaini telah dilakukan oleh pemerintah melalui penetapan harga eceran
tertinggi (HET) dan pembayaran subsidi harga yang disalurkan tidak langsung kepada petani, melainkan
melalui produsen benih BUMN yaitu PT. Sang Hyang Seri dan PT. Pertani. Kebijakan stabilisasi harga
benih dengan cara memberikan subsidi harga benih berakibat menimbulkan beban biaya pemerintah dan
kurang memberikan iklim kondusif bagi swasta untuk masuk dalam industri perbenihan. Penetapan HET
benih mengalami kesulitan di tingkat lapangan, .mengingat wilayah Indonesia yang luas, kepulauan dan
kondisi geografis dan aksesibilitas yang beragam antar daerah. Sampai saat ini penyediaan benih padi
unggul masih terbatas pada daerah yang mudah dijangkau. Besarnya biaya produksi pertanian yang
bervariasi antar daerah juga turut mempersulit penentuan besarnya HET benih padi. BilaHET benih
dipatuhi dan nilai subsidi diberikan sebesar selisih harga pokok produksi dengan HET benih, maka
kemungkinan tidak terjadi kerugian bobot mati. Subsidi benih padi tidak hanya dinikmati oleh petani
melainkan juga dinikmati pula oleh BUMN perbenihan. Subsidi benih padi sebesar Rp.400/kg pada tahun
1999 yang disalurkan melalui PT. SHS dinikmati petani Rp. 278,8/kg dan yang dinikmati PT. SHS melalui
profit marjin dan ekstra profit sebesar Rp. 121,2/kg. Sedangkan subsidi yang disalurkan melalui PT. Pertani,
petani menikmati sebesar Rp. 201,2/kg dan PT. Pertani sebesar Rp.198,8/kg.

Apabilasubsidi benih padi dihapuskan akan menyebabkan harga benih padi meningkat. Peningkatan harga
benih mengakibatkan menurunnya permintaan petani terhadap benih padi. Petani cenderung memperbanyak
penggunaan benih yang diproduksi sendiri atau barter dengan tetangga, karena harga benih tidak terjangkau
oleh sebagian besar petani.
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Guna melihat dampak penghapusan subsidi benih terhadap usaha tani, ditentukan oleh respon petani yang
diukur dengan elastisitas permintaannya. Variabel-variabel yang diperkirakan mempengaruhi permintaan
benih antaralain harga benih itu sendiri, jumlah benih yang dimiliki sendiri, harga gabah, dan luas
penanaman padi. Harga benih berkorelasi negatif terhadap permintaan benih dengan nilal elastisitas harga
benih di Jawa Barat -0,702, Jawa Tengah -0,724 dan di Jawa Timur -0,567, yang berarti bila harga benih
meningkat permintaan benih akan menurun. Nilai elastisitas jumlah benih yang dimiliki sendiri dari tiga
propinsi secara berurutan masing-masing -0,429; -0,173 dan -0,171. Jumlah benih milik sendiri ini dapat
dianggap sebagai barang substitusi dengan benih yang akan dibeli. Bilajumlah benih yang dimiliki sudah
cukup, maka petani cenderung mengurangi pembelian benih dari produsen benih/pasar.

Variabel harga gabah dianggap sebagai indikator yang akan direspon oleh petani apakah akan menggunakan
benih unggul yang dibeli walaupun harganyalebih mahal dibanding dengan memanfaatkan benih sendiri.
Bila harga gabah meningkat, maka permintaan benih cenderung lebih tinggi. Elastisitas permintaan benih
terhadap harga gabah di Jawa Tengah lebih elastis dibanding dua propinsi lainnya. Hal ini terjadi karena
sebagian besar benih yang digunakan petani berasal dari pembelian. L uas penanaman padi berhubungan
positif terhadap permintaan benih, dimana semakin luas areal penanaman padi, maka kebutuhan benihnya
akan semakin meningkat. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh elastisitas luas areal tanam padi pada ketiga
propins relatif sama.

Bilasubsidi benih padi dicabut, berdasarkan model permintaan benih padi padatiga propins diperoleh
kesimpulan bahwa kenaikan harga benih akibat penghapusan subsidi mengakibatkan penurunan permintaan
benih padi yang diminta petani Jawa Barat sebesar 5.470 ton (11,60%), di Jawa Tengah 10.160 ton (11,94%)
dan Jawa Timur 8.180 ton (9,48%). Penghapusan subsidi benih padi diperkirakan tidak berdampak terhadap
biaya usahatani mengingat porsi pengadaan benih terhadap total biaya usahatani di Jawa Barat hanya
1,89%, Jawa Tengah 3,92% dan di Jawa Timur 4,08%. Namun demikian karena benih merupakan faktor
penentu kualitas dan produktifitas usaha tani, maka penggunaan benih yang tidak bermutu dapat
menghambat keberhasilan usaha tani. Bila penurunan permintaan benih hanya dipenuhi dengan benih tidak
bermutu, diperkirakan akan terjadi penurunan produksi gabah di Jawa Barat sebesar 87.756 ton (atau
menurun 0,94% dari produksi gabah Jawa Barat tahun 1998), di Jawa Tengah sebesar 134.878 ton (menurun
1,60% dari produksi gabah Jawa Tengah tahun 1998) dan di Jawa Timur sebesar 98.468 ton (menurun
1,17% dari produksi gabah Jawa Timur tahun 1998). Alternatif yang dapat dilakukan pemerintah adalah
menghapus subsidi benih secara bertahap dengan batas maksimum dua tahun. Kebijakan tersebut merupakan
kebijakan dalam kerangka mangjemen krisis, tidak terjadi ggjolak di dalam masyarakat, namun juga
memberikan iklim kondusif bagi usaha perbenihan. Setelah duatahun subsidi dicabut total dengan
pertimbangan perkonomian sudah membaik dan days bell meningkat, serta memberi waktu prakondisi yang
cukup bagi BUMN perbenihan mengingat siklus produksi dan pengolahan benih memerlukan waktu 4-7
bulan.

Penghapusan subsidi dapat dilakukan saat ini hanya pada"daerah maju” seperti pada propinsi lokasi studi
kasus, sedangkan untuk "daerah remote” seperti Kawasan Timur Indonesia tetap diberikan subsidi benih
padi untuk meningkatkan penggunaan benih unggul dengan harga terjangkau. Perlu dikaji 1ebih lanjut
mengenai efektivitas pemberian subsidi benih padi pada daerah remote. Penghapusan subsidi perlu diikuti
upaya-upaya peningkatan efisiensi dalam memproduksi benih dan peningkatan efisiensi distribusi dan
pemasaran benih.

Tidak akan terjadi penurunan produksi gabah bila subsidi benih dicabut, kalau dilakukan langkah antisipatif



antaralain penghematan anggaran pemerintah dari penghapusan subsidi benih dimanfaatkan untuk kegiatan
lain yang terkait dalam pengembangan perbenihan, terutama mendorong peningkatan penggunaan benih
unggul dan meningkatkan mutu, misalnya memberdayakan penangkar benih padi, melakukan kampanye
gerakan sadar mutu benih, memperluas pemasaran dan distribusi benih, mereview peraturan perundangan
yang menghambat usaha perbenihan serta memperbaiki sistem pembinaan dan pengawasan mutu benih.
Penghapusan subsidi harga benih sebaiknya diimbangi Pula dengan meningkatkan harga dasar gabah,
sehingga diperoleh rasio harga gabah dengan benih padatingkat yang kondusif guna mendorong gairah
petani tetap menggunakan benih unggul dengan cara tetap mempertahankan rasio harga dasar gabah denagn
benih melalui menaikkan harga dasar gabah.

Di mass mendatang peran pemerintah tidak lagi mengatur harga bidang pertanian. Pemerintah agar
berkonsentrasi pada perannya dalam menciptakan paket teknologi dan menciptakan benih padi hibrid guna
meningkatkan produktivitas dan efisiens usahatani, memberikan alih teknologi dan informasi alternatif-
aternatif usaha yang menguntungkan petani, serta memperbaiki sarana dan prasarana penunjang. Usahaini
dilakukan untuk efisiensi produksi dan meningkatkan daya saing produk pertanian dalam era pasar babas.
Daam rangka pel aksanaan desentralisasi, peran pusat dalam pengembangan industri perbenihan semestinya
terbatas pada pengaturanpengaturan dan kebijakan yang bersifat nasional seperti ketentuan impor

benihf perkarantinaan, penentuan standar mutu, sistem pembinaan dan pengawasan mutu. Di luar hal tersebut
sepenuhnya menjadi kewenangan daerah.



